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PUTUSAN
Nomor 2601/Pdt.G/2017/PA.Cbn

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah
Tangga tempat kediaman di Kecamatan Jonggol, Kabupaten
Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan Pensiunan
tempat kediaman di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,

Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti

serta saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
bertanggal 14 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cibinong dengan Nomor Register 2601/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Chn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 03 Agustus 1978, berdasarkan kutipan akta
nikah nomor 906/15/VIIF1978 tertanggal 03 Agustus 1978, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi Kota
Jakarta Selatan;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 2orang anak bernama :
a. Fara Mudyaning Rastu, Perempuan Jogja 18 Juni 1980
b. Fara Meta, Perempuan, jakarta 01 Desember 1981
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak 1980 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
a. Tergugat sudah tidak menafkahi selama 12 Tahun terhadap Penggugat
dan anak Tergugat
b. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri
terhadap Penggugat
c. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, contohnya memukul
Penggugat
d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah menajtuhkan Talak
terhada Penggugat
e. Penggugat udah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan
rumah tangga kembali dengan Tergugat;
5. Bahwa pada 2006 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak
cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami
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Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah
rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak
tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak
ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan
hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap

Penggugat (PEMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi
pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung
dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang
bernama Drs. Mardanis Dardja, SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh
kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 29
Agustus 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil,
selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Chn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang untuk mediasi Tergugat telah hadir di
persidanhan, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah
hadir, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 906/15/VIIF1978 bertanggal 03

Agustus 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti
P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan
oleh Pemkab Bogor bertanggal 22-02-2016. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari Bibi Penggugat dan Saudara
Sepupu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Mario Arya Pamungkas, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Wira Usaha, tempat kediaman di JI. Karya Bakti No 1, Kabupaten
Bogor, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat
tinggal bersama di Sukamaju Kecamatan Jonggol;

- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Chn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1980, sudah tidak rukun
lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sudah tidak
menafkahi selama 12 Tahun terhadap Penggugat dan anak Tergugat,
Tergugat mempunyai sifat egois dan tidak tanggung jawab, Tergugat
melakukan KDRT terhadap Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah
rumah selama kurang lebih 11 tahun;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Tri Ani Astuti , umur 62 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pensiunan, tempat kediaman di Demakan TK 3/635., memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Sukamaju Kecamatan Jonggol;

- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
2 orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 1980, sudah
tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak menafkahi
selama 12 Tahun terhadap Penggugat dan anak Tergugat, Tergugat
mempunyai sifat egois dan tidak tanggung jawab, Tergugat melakukan
KDRT terhadap Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah
rumah selama kurang lebih 12 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Chn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga
dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk
hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir di
persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah
pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara
telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs.Mardanis Darja, SH., sebagai mana
ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
kemudian sampai sekarang antara keduanya sudah berpisah rumah selama 1

tahun 2 bulan;

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Chn
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Menimbang, bahwa Tergugat hanya sekali hadir pada persidangan untuk
mediasi tetapi untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak
mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi,
yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah,
merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat
dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat,
merupakan Akta outentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya
didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri maupun aduan dari Penggugat dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai
mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi
Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah
terikat oleh perkawinan yang sah pada tanggal 03 Agustus 1978, sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu
Penggugat memiliki legal standing (kedudukan hukum) dalam perkara a quo:

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor 2601/Pdt.G/2016/PA.Chn
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga
dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, perkara a quo termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan
Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat,
masing-masing keterangannya tersebut saling mendukung dan bersesuaian
yaitu sejak awal tahun 1980 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berlaku kasar/melakukan KDRT
kepada Penggugat, Tergugat sifatnya egois dan sudah tidak peduli kepada
Penggugat, sekarang antara kedua pihak telah berpisah selama 11 sampai 12
tahun, kedua pihak berperkara sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak
berhasil. oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi
fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh
mediator Drs. Ardanis Darja, SH. akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim
berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti
tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), yaitu membentuk mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari
mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan
perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fighyang berbunyi :

£33 2uliall ptie e s mlladl

Artinya : Menolak mafsadat (kemudhsaratan) itu lebih diutamakan dari pada

mengambil kemaslahatan ;
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Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain
shughraa, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fighus Sunnah Jilid II
halaman 248 yang berbunyi :

Lial (g 5 i)l 53 dna (g Law £ I3Y) (5 S5 2 550 il jiel o) A g 3 Ay oaaldl) (o L) s i 1304

AL, Al Lgilla Lagins = Sha Y1 e am ) e 5 Lgd
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada
bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri
merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan
Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu
dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk
menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut
tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto
Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON ) terhadap

Penggugat (PEMOHON);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan
salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017
M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 H., oleh Kami Drs.
Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Drs. M.
Effendy H.A masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Penggugat, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota
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Drs. Arwendi Drs. M. Effendy H.A
Panitera Pengganti

Maksum, S.Ag

Perincian Baya Perkara :
- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan Rp. 625.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah)
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